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ABSTRAK 
 

Indonesia sebagai negara peratifikasi United Nations Convention on The Rights of 

the Child (UNCRC) berkewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak 

fundamental anak demi kepentingan terbaik anak tanpa adanya diskriminasi 

apapun, termasuk diskriminasi atas dasar kewarganegaraan. Disamping itu, 

Indonesia sebagai salah satu negara tujuan transit pengungsian selalu menerima 

pengungsi dari berbagai negara tiap tahunnya, salah satunya adalah pengungsi etnis 

Rohingya yang dipersekusi oleh rezim militer Republik Myanmar. Namun 

sayangnya Indonesia tidak meratifikasi United Nations Convention Relating to The 

Status of Refugees 1951 dan United Nations Convention Relating to The Status of 

Stateless Person 1954 yang mengakibatkan pengungsi beserta anaknya tidak dapat 

mengakes mata pencaharian yang layak dan akses terhadap pendidikan yang 

menyeluruh layaknya Warga Negara Indonesia. Keadaan tersebut diperparah ketika 

pengungsi terjebak di Indonesia akibat permintaan suaka mereka yang tidak 

dikabulkan oleh negara tujuan pengungsian. Penelitian ini membahas kedudukan 

hukum anak pengungsi Rohingya sebagai subjek hukum dalam sistem hukum 

Indonesia serta keabsahan dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta wasiat 

perwalian bagi anak pengungsi Rohingya. Tipe penelitian ini adalah penelitian 

hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan 

pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode penelusuran kepustakaan 

dengan menafsirkan dan mengkonstruksikan bahan penelitian dengan metodek 

deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini, pertama, Indonesia tidak melaksanakan 

ketentuan perlindungan Pasal 2 UNCRC yang tetap berlaku terhadap anak-anak 

pengungsi Rohingya; kedua, Hukum Perdata Internasional Indonesia sudah tidak 

dapat mengakomodir kebutuhan hukum pengungsi yang tidak mempunyai 

kewarganegaraan, Pasal 18 AB berkedudukan sebagai dasar kewenangan notaris 

untuk membuat akta perwalian anak pengungsi Rohingya sepanjang adanya 

pemilihan hukum yang tercantum dalam akta wasiat yang wajib dibuat dalam 

bentuk wasiat terbuka. Republik Indonesia seyogyanya memperluas dan 

mewujudkan akses anak pengungsi terhadap pendidikan dan hak-hak fundamental 

anak lainnya sebagai wujud pemenuhan UNCRC dan segera memperbarui Hukum 

Perdata Internasional Indonesia agar selaras dengan perkembangan dunia 

internasional. 
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ABSTRACT 
 

Indonesia as a state party of United Nations Convention on The Rights of the Child 

(UNCRC) is bound to ensure the fullfillment of children’s fundamental rights for 

the best interest of the child without any discrimination, mainly discrimination 

based on citizenship. Additionally, Indonesia as transit destination for refugees is 

actively accepting refugees from various countries every year, one of its which is 

Rohingya refugees who were persecuted by military regime of the Republic of 

Myanmar. Unfortunately, Indonesia did not ratify the United Nations Convention 

Relating to The Status of Refugees 1951 and the United Nations Convention 

Relating to The Status of Stateless Person 1954 which resulting in refugees and 

their child not being able to access decent livelihoods and acess to primary 

education like Indonesian citizens. The situation is exacerbated when refugees are 

trapped in Indonesia due to their asylum request which is not granted by asylum 

country. This research discusesses the legal position of Rohingya refugee children 

as legal subjects in the Indonesia legal system as well as the legitimacy and 

authority of a notary in making guardianship wills for Rohingyan child refugee. 

The type of this research is legal research with a statutory approach, conceptual 

approach, and statutory approach. This study uses primary legal material and 

secondary legal materials with a literature research method by interpreting and 

constructing rearch material using deductive method. The conclusion of this 

research, first, Indonesia did not implement the protection invoked by the Article 2 

of the UNCRC which by law applies to Rohingyan child refugees; second, 

Indonesia’s International Civil Law is oudated and unable to accomadate growing 

needs of stateless refugees. Article 18 of Algemene Bepalingen voor Wetgeven (AB) 

may be used as the basis for notary to make a guardianship deed for Rohingyan 

child refugees if its choice of law is certain and must be made in the form of open 

will (openbaar testament). Republic of Indonesia should fullfill the child refugees’ 

access to educatioin and other children fundamental rights as the form of its 

compliance to UNCRC. Indonesia should immediately update its International Civil 

Law Instrument to accommodate shifting global paradigm. 
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